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IKHTISAR

Rosdiana Harahap, 23153079, judul: ANALISIS FIQIH SIYASAH
MENGENAI

DISIPLIN BERLALU LINTAS MENURUT PASAL 107 AYAT 2 UU No. 22

Tahun 2009 DALAM PERSPEKTIF KEMASLAHATAN (STUDI KASUS Jln.

Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui

sejauh mana peraturan Lalu Lintas yang ada dalam pasal 107 ayat
UU N0.22 Tahun

2009 diterapkan oleh pengendara sepeda motor khususnya di Jln.
Pasar VII, Deli

Serdang, Percut Sei Tuan (simpang jodoh) serta untuk mengetahui
apakah tujuan dari

UU tersebut sudah tercapai 100%. Rumusan masalah dalam skripsi
ini adalah

bagaimana disiplin berlalu lintas sebagaimana yang termuat dalam
UU N0.22 Tahun

2009 pada pasal 107 ayat 2, bagaimana pandangan Fiqih Siyasah
terhadap disiplin

berlalu lintas yang termuat dalam pasal 107 ayat 2 UU N0.22
Tahun 2009 dalam

perspektif kemaslahatan, serta apa dampak dari pasal 107 ayat 2
UU N0.22 Tahun 2009

terhadap masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif
empiris, dengan teknik

pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data
dilengkapi dengan

data primer dan data sekunder dari referensi-referensi, seperti
perundang-undangan

yang berlaku, sedangkan data empirisnya diperoleh dari pihak
kepolisian Satlantas

Polsek Percut Sei Tuan. Adapun hasil wawancara dari pihak
Satlantas Polsek Percut Sei

Tuan mengenai sejauh mana kepatuhan para pengendara sepeda motor
terhadap

peraturanyang terdapat pasal 107 ayat 2 ternyata belum
sepenuhnya terjalankan oleh

pengendara sepeda motor. Sehingga masih sering terjadi
kecelakaan di lokasi tersebut

akibat tidak disiplin ketika mengendarai sepeda motor. Dalam
arti, kemaslahatan

pengendara sepeda motor di lokasi ini belum tercapai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan yang menyangkut
kewajiban

menyalakan lampu utama kendaraan masih sering dilanggar oleh
pengendara sepeda

motor. Faktor penghambat yang sering terjadi bagi pengendara
sepeda motor tidak

menjalankan aturan ini karena takut pemborosan batere bola lampu
kendaraan.

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis permasalahan dapat
ditarik kesimpulan

bahwa, dibentuknya peraturan tersebut semata-mata demi
kemaslahatan bagi

pengendara sepeda motor serta pengguna jalan lainya.

Oleh sebab itu, bagi pengguna jalan raya khususnya pengendara
sepada motor wajib

menjalankan peraturan ini. Agar kecelakaan yang terus menerus
terjadi disetiap harinya

dapat dihindari.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata fiqh berasal dari Secara bahasa, pengertian fiqh ً ِ ْ -
ََفْ َ ُ - َفَ َ

adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Turmudzi seperti dikutip
Amar

Syafaruddin, menyebutkan “fiqh tentang sesuatu berarti
mengetahui

bathinnya sampai kepada kedalamannya. Sedangkan menurut istilah
fiqh

berarti:1

َْاِلْ ُ ِ ْاَْ َ ِا الَّشْ ِ َّشِ ْاَلَ ِ َّشِ ْاٌ ْ َفْ َ َِ ِ
ْ ََ اَِ َ اِ َفْ ِ ِ َّش ِ

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang
bersifat

amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci
(tafsili)”.

Dari defenisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya
sungguh-

sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum
syara’

sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga
dengan hukum

Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap
hukum syara’

1Nurcholish Madjid, Agama dan Negara dalam Islam, Pengantar
untuk Fiqh Siyasah:

Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, oleh Muhammad Iqbal
(Jakarta: Prenada Media, 2014), Hal.2


	
2

tersebut pun mengalami perubahan dan sesuai dengan situasi dan
kondisi

manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai asfek kehidupan manusia, disamping

mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan
Tuhan-

Nya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara
sesama

manusia secara luas (mu’amalah), aspek mu’amalah ini pun dapat
dibagi lagi

menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawarits
(kewarisan),

murafa’at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan
al-ahkam al-

dualiyah (hubungan internasional). Pada bagian mendatang
aspek-aspek fiqh

Islam ini akan diuraikan secara lebih rinci.

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian
dari

pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari’at yang
berhubungan

dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih
lanjut

tentang pengertian dan objek kajian fiqih siyasah, perlu
diteliti dan

dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep
fiqih siyasah

tersebut.
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Kata “siyasah” yang berasal dari kata َس اَس , berarti mengatur,
mengurus

dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan
kebijaksanaan.

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah
adalah

mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang
bersifat

politis untuk mencapai sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefenisikan
bahwa

siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk
memelihara

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara
Louis

Ma’luf memberikan batasan bahwa siyasah adalah “membuat
kemaslahatan

manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan
Ibnu

Mandzur mendefenisikan siyasah sebagai “mengatur atau memimpin
sesuatu

dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.2

Tiga defenisi yang dikemukakan para ahli diatas masih bersifat
umum

dan tidak melihat/ mempertimbangkan nilai-nilai syari’at,
meskipun tujuannya

sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Defenisi yang bernuansa
religius

diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah, menurutnya, siyasah
adalah “suatu

perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar
dari

2Ibid,. Hal.4
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kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh
Rasulullah

Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang
merah

bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu asfek hukum Islam
yang

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia
dalam

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
Dalam fiqh

siyasah itu, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam,
baik dari

Al-Qur’an maupun al-Sunnah

Disiplin adalah latihan bathin dan watak dengan maksud
supaya

segala perbuatan selalu menaati tata tertib dalam mencapai
tujuan yang telah

ditentukan bersama. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta
dan terbentuk

melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan
nilai-nilai

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban
terhadap

peraturan.

Begitu pula peraturan lalu lintas yang ada dalam
Undang-Undang

No.22 Tahun 2009, sebagai suatu dasar hukum yang memuat
aturan-aturan

dalam berlalu lintas yang diatur dalam undang-undang dan
bersifat memaksa
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seluruh masyarakatnya. Setiap peraturan yang ada memiliki sanksi
apabila

ada sesuatu pelanggaran atas peraturan tersebut. Undang- Undang
lalu lintas

dan angkutan jalan N0.22 Tahun 2009 merupakan pengganti
Undang-

Undang No. 14 Tahun 1992. Tujuan Undang-Undang ini tiada lain
hanya

untuk terhindarnya kecelakaandalam berlalu lintas. Seperti
contoh dalam

pasal 107 ayat 2 para pengendara sepeda motor diwajibkan
untuk

menyalakan lampu kendaraan pada siang hari.

Namun pada kenyataannya, belum sesuai dengan apa yang

diharapkan Undang-Undang ini, yang mana para pengendara masih
banyak

yang melanggar aturan yang tertera dalam pasal 107 ayat 2 UU
N0.22 Tahun

2009, yaitu menyalakan lampu utama kendaraan pada siang hari.
Dan juga

masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala
nasional

yang berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat.
Persoalan

yang dihadapi dewasa ini adalah masalah tingginya angka
kecelakaan lalu

lintas dijalan raya. Kecelakaan lalu lintas selama libur lebaran
2019 terhitung

sejak 29 Mei 2019 hingga jum’at (7/6/2019) mencapai 471
kejadian. Jumlah

tersebut mengalami penurunan sebesar 63 persen dibanding tahun
2018.

Adapun korban meninggal dunia dari kecelakaan selama libur
lebaran tahun
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2019 sebanyak 113 orang. Angka korban meninggal dunia itu
berkurang 60

persen dari angka pada tahun 2018 sebanyak 281 orang.3

Terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu
bentuk

problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya.
Hal

tersebut dapat dilihat adanya indikasi angka kecelakaan yang
terus terjadi.

Permasalahan tersebut seharusnya dapat ditekan atau bahkan
dihilangkan

apabila ada kesadaran dari masyarakat, khusunya pengemudi jalan
raya.

Kendaraan akan keselamatan seharusnya tidak hanya untuk dirinya
sendiri,

melainkan juga untuk melindungi keselamatan bagi orang lain.

Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas
adalah

kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara, misalnya
tidak

memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada,
tidak

memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau pengemudi
dalam

kondisi kelelahan. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam
berkendara

memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan

keselamatan pengguna jalan lainnya, selain penyebab-penyebab
kecelakaan

lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan
lalu lintas di


3www.kompascomunity.com/indeks.php?fuseaction-home.detail&id.
Di akses 7 juni 2019


http://www.kompascomunity.com/indeks.php?fuseaction-home.detail&id
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jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi itu
sendiri.

Kenyataannya yang sering ditemui dalam sehari-hari adalah masih
banyak

pengemudi yang belum siap mental. Pengemudi tersebut saling
mendahului

tanpa memperdulikan keselamatan baik bagi dirinya sendiri maupun
orang

lain. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya dapat
dihindari apabila

pengguna jalan mampu berprilaku disiplin, sopan dan saling
menghormati

pada saat berkendara.4

Kehidupan manusia memerlukan peraturan yang sesuai

perkembangan zaman, salah satu tugas pemerintah dalam suatu
negara

adalah merumuskan peraturan- peraturan yang tujuan utamanya
adalah

mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal
tersebut

sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan
bahwa

negara Indonesia adalah negara hukum.5

Sehingga semua aktivitas

masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam
masyarakat.

4Wirjono Prodjodiko, Asas-Asas Hukum Pidana (Bandung : Refika
Aditama,2003). Hal.33

5Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,
Undang-Undang Dasar

1945(Jakarta: Jala Permata Aksara ,2009), Hal.5
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Semua peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara
yiridis

(segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh

pemerintah), sosiologis (ilmu yang membahas mengenai kehidupan
manusia

sebagai makhluk sosial), dan filosofis (bidang ilmu yang mencari
hakikat

kebenaran mengenai segala sesuatu), begitu pula mengenai
peraturan lalu

lintas. Lalu lintas merupakan sarana yang sangat dibutuhkan,
karena

berkaitan langsung dengan transportasi. Lalu lintas merupakan
alat yang

berkaitan erat dengan transportasi. Transportasi merupakan alat
sarana vital

karena selain sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta
mempengaruhi

semua aspek kehidupan bangsa dan negara.6

Karena dengan adanya

transportasi, daerah plosok dapat dijangkau. Pentingnya
transportasi tersebut

tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan angkutan
jalan,

terlebih pada sewaktu-waktu tertentu, seperti ketika waktu akhir
pekan, libur

sekolah, dan ketika mudik hari raya idul fitri yang telah
menjadi tradisi.

Peristiwa mengenai lalu lintas adalah adanya
ketidaksinambungan

antara jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada,
terutama mengenai

6C.S. T. Kansil Et Al. Tindak Pidana Dalam Undang-Undang
Nasional (Jakarta: Jala Permata

Aksara , 2009), Hal. 171-172
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perluasan jalan raya.7

Sehingga menimbulkan ketimpangan yang secara

langsung menghambat aktivitas manusia, seperti kemacetan dan
kecelakaan

lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas seakan-akan tidak
dapat dihindari.

Tidak disiplin dalam berkendaraan menunjukkan bahwa tidak ada
etika baik,

padahal penyebab terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika
dalam

berkendaraan.

Adanya Undang-Undang No.22 Tahun 2009 ini, yang terdapat
dalam

pasal 107 ayat 2 yang membahas tentang disiplin berlalu lintas,
yang mana

ketika mengendarai sepeda motor para pengendara diwajibkan
untuk

menyalakan lampu utama di siang hari. Pada dasarnya menyalakan
lampu

utama kendaraan bermotor pada siang hari merupakan salah satu
langkah

untuk menekan angka kecelakaan dengan alasan agar kehadiran kita
mudah

dilihat oleh pengendara lain dengan alasan pantulan cahaya dari
lampu

utama tersebut, dengan lampu menyala, pengendara lain hanya

membutuhkan waktu lebih sedikit untuk melihat kehadiran
kita.

7Soerjono Soekanto, Inventarisasi Dan Analisa Terhadap
Perundang-Undangan Lalu Lintas (Jakarta:

Cv. Rajawali, 1984), Hal. 2


	
10

Pada siang hari mata manusia seakan terbiasa melihat
benda-benda

sekitar jalanan, seperti trotoar dan pepohonan. Namun hal
tersebut berbeda

apabila kita melihat kilasan atau sinar cahaya tersebut, karena
respon yang

lebih dahulu ditangkap oleh manusia adalah cahaya dibandingkan
dengan

suara. Sehingga dengan adanya cahaya lampu motor tersebut
membuat

pengendara motor lainnya dapat merespon lebih cepat, dimana
kendaraan

tersebut berada, hal ini dapat mengurangi resiko kecelakaan
terhadap

kendaraan bermotor.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang baik dalam
bidang

ekonomi, sosial, dan industri di dunia. Sebagai salah satu
negara yang

berkembang dan ingin maju, tentunya Indonesia berusaha untuk

menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala
bidang. Hal ini

sesuai dengan perkembangan IPTEK di era globalisasi yang serba
modern

saat ini. Salah satu produk modern yang banyak ada di Indonesia
adalah

sepeda motor. Angka kepemilikan sepeda motor meningkat tajam
dari tahun

ketahun. Namun sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran
berkendaraan

yang baik, ditambah dengan tingkat emosional yang tinggi
mengakibatkan

angka kemacetan lalu lintas disepanjang jalan.
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Tentunya sebagai pengendara motor atau pengguna jalan ingin

perjalanannya lancar tanpa hambatan. Oleh karena itu pemerintah
berupaya

agar mengurangi kemacetan dan juga memperkecil angka kecelakaan
di jalan

raya. Pada tahun 2009, DPR RI mengeluarkan peraturan baru yaitu
Undang-

Undang NO.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan

(selanjutnya disingkat UU lalu lintas dan angkutan jalan).
Undang-undang ini

ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009
yang

kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009.
Dalam UU

lalu lintas dan angkutan jalan tersebut terdapat peraturan baru
khususnya

pengendara sepeda motor. Latar belakang pembuatan peraturan ini
adalah

tingginya angka kecelakaan yang terjadi disetiap harinya. Serta
kurangnya

kesadaran untuk berkendara secara bijak dan tanggungjawab. Dari
berbagai

peristiwa kecelakaan yang terjadi, didapatkan fakta bahwa
sebagian besar

kecelakaan terjadi pada roda dua atau sepeda motor. Selain itu,
kecelakaan

juga banyak memakan korban jiwa. Tingginya pelanggaran lalu
lintas bisa

dilihat dari angka kecelakaan yang terus menerus terjadi.

UU lalu lintas dan angkutan jalan sebagai pengganti UU NO.14
Tahun

1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah revisi
penyempurna agar
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para pengendara lalu lintas lebih peduli terhadap keselamatan di
jalan raya

dan melengkapi kelengkapan berkendaraan. Siapapun mereka
tidak

terkecuali, selama berada di jalan raya tidak sekedar berjalan
ataupun

mengemudi tetapi juga memperhatikan adanya aturan berlalu lintas
yang

telah ditetapkan. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini
dapat

diterapkan dilaksanakan secara baik dan merata serta dapat
diketahui oleh

pengendara sepeda motor yang merupakan bagian dari lalu
lintas.

Dengan berlakunya UU lalu lintas dan angkutan jalan khususnya
pasal

107 ayat 2 adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas
yang

dialami oleh pengendara sepeda motor, namun pada
kenyataannya

masyarakat pengguna sepeda motor masih saja tidak menggunakan
lampu

utama pada siang hari. Melihat kondisi tersebut dapat
disimpulkan bahwa

pemberlakuan pasal 107 ayat 2 UU lalu lintas dan angkutan jalan
tentang

menyalakan lampu utama pada siang hari mengundang
kontroversi

dikalangan masyarakat. Ada masyarakat yang pro terhadap
kebijakan

pengendara sepeda motor menghidupkan lampu di siang hari dan ada
juga

yang kontra terhadap kebijakan pemerintah yang mewajibkan
pengendara
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sepeda motor menghidupkan lampu di siang hari sesuai dengan UU
lalu lintas

dan angkutan jalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis
disini

merumuskan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan
dalam

penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Disiplin Berlalu Lintas Sebagaimana Yang Termuat
Dalam

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pada Pasal 107 ayat 2 ?

2. Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Disiplin Berlalu
Lintas

Yang Termuat Dalam Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang No.22
Tahun

2009 dalam perspektif kemaslahatan?

3. Apa dampak dari pasal 107 ayat 2 UU N0.22 Tahun 2009
terhadap

masyarakat misalnya dari segi kecelakaan dan sanksi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Untuk Mengetahui Bagaimana Disiplin Berlalu Lintas
Sebagaimana

Yang Termuat Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pada Pasal

107 ayat 2

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah
Terhadap

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pada Pasal 107 ayat 2
mengenai

disiplin berlalu litas

3. Untuk mengetahui apa dampak dari pasal 107 ayat 2 bagi
masyarakat

baik dari segi kecelakaan maupun sanksi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi pengembangan
konsep

dalam ilmu administrasi publik, khususnya Implementasi
Kebijakan

Publik.

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai

implementasi kebijakan publik khususnya implementasi UU
No.22

Tahun 2009 tentang program keselamatan berkendara, agar
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pengendara lebih memperhatikan dan tidak melanggar rambu-

rambu lalu lintas demi keselamatan saat berkendara.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan
bahan

pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan
penelitian,

khususnya penelitian yang mengambil tema serupa dengan

penelitian ini.

2. Secara Praktis

a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir

dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam

menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha
untuk

memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai

penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan
metode

untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan, dan
menganalisa

data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan petode
penelitian

sebagai berikut:
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1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif
empiris.

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya
merupakan

penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya

penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian
normatif-empiris

mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang)
dalam

aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam
suatu

masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat 3 kategori
yakni:

1. Non Judicial Case Study

Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik

sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

2. Judicial Case Study

Pendekatan Judicial Case Study ini merupakan pendekatan studi
kasus

hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan

dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian

(yurisprudensi).
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3. Live Case Study

Pendekatan Live Case Study merupakan pendekatan pada suatu

peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum

berakhir.

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang di lakukan

berdasarkan bahan buku utama, menelaah yang bersifat teoritis
yang

menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan
doktrin-

doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan
data

sekunder, di antaranya adalah asas, kaidah, norma, dan aturan
hukum yang

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen lain
yang

berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum empiris di
lakukan

dengan meneliti langsung kelapangan untuk melihat secara
langsung.8

4. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan

normatif. Pendekatan normatif yang di lakukan dalam penelitian
ini adalah

pendekatan kasus (Case Approach) mengenai tingginya angka
kecelakaan

8Jhonny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif
(Malang: Bayumedia

Publishing, 2007), Hal. 145
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yang di akibatkan banyaknya para pengendara tidak mematuhi
aturan disiplin

berlalu lintas, salah satunya menyalakan lampu utama kendaraan
pada siang

hari.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

penelitian kepustakaan (library reaserch), yaitu penelitian yang
menggunakan

buku-buku sebagai sumber datanya.9

Dengan perkataan lain, penelitian

kepustakaan ini adalah metode pengumpulan data dengan jalan
membaca

buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan kedisiplinan dalam
berlalu

lintas. Data-data pustaka yang diperoleh kemudian dikumpulkan
dan

dianalisa, selanjutnya mengambil kesimpulan secara
sistematis.

Teknik pengumpulan data tersebut dapat peneliti simpulkan
dengan

beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan data yang akan dikumpulkan terkait dengan masalah
lalu

lintas dan kedisiplinan dalam berlalu lintas.

9Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta:Andi
Offset,1990), Hal.9
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b. Mengidentifikasi judul-judul buku yang relevan dan berkaitan
dengan

masalah lalu lintas dan ke disiplinan dalam berlalu lintas.

c. Membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya
dengan

masalah lalu lintas dan kedisiplinan dalam berlalu lintas.

d. Menganalisa isi buku tersebut dengan melihat hal-hal yang
berkaitan

dengan judul penelitian, hingga mendapatkan hasil yang ingin

didapatkan.

e. Membuat kesimpulan dari apa yang dibaca.

f. Wawancara (Interview) menurut Mardalis adalah teknik
pengumpulan

data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan
lisan

melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan aparat

kepolisian. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data

tambahan dan memperkuat hasil kuesiner dalam penelitian ini.
Dalam

wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai
(tidak

terstruktur) dengan aparat kepolisian untuk memberikan
keterangan

mengenai permasalahan yang diteliti. yaitu, apa dampak bagi

masyarakat diterapkannya Undang-Undang Lalu Lintas tersebut,
seperti
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pada pasal 107 ayat 2 tentang menyalakan lampu utama pada
siang

hari.

6. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini ada dua

sumber data yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer adalah data utama yang digunakan peneliti
untuk

memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang
dikaji.

Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian,

digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui wawancara

(interview),10

dalam penelitian ini untuk menjadi sumber data primer

adalah pihak kepolisian.

b. Sumber sekunder merupakan sumber dari bahan-bahan hukum
yang

dapat membantu menganalisa serta memahami permasalahan dalam

penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku,
literatur,

dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian.

10Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci
(Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2015), Cet.Ke-1, Hal.250
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F. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan
skripsi ini

adalah siyasah Syar’iyah.

ُ لت ْ ِ َفْ ْسََلِ َّشِ ِبَ َُ ُِّل ََتِْ ْ ٌق اَِّ َ ِاِح َوَ
ْ ُح ْاَ َض رِمَّش الَ ََف َفَلدِّى ٌّش ََ ئَفْوِن ْاَل َّشِ
ِاَدْوَاِ ْْلِ

َس ُ ُدْوُ الَّش ِ َفَلِ َوُ ُصْوِِلَ ُكْ َ ِ َوِ ْن ََلْ ََف
َفَ قَّش ِأَقَفَو ِل اَئِ َّشِ ْاُ ْجَ ِ ِدْ

“Pengolahanmasalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam


yangmenjaminterciptanyakemaslahatandanterhindarnyakemudharatandarima


syarakatIslam,dengantidakbertentangandenganketentuansyari’atIslamdanprins

ip-


prinsipnyayangumum,meskipuntidaksejalandenganparapendapatMujtahid”.

Istilah siyasah syar’iyah terdiri dari dua kata dasar yaitu
siyasah dan

syar’iyah. Istilah syar’iyah merupakan bentuk penisbatan
terhadap kata

syari’ah. Syar’iyah secara harfiyah bermakna sesuai syari’at
atau berdasar

syari’at. Adapun istilah siyasah berasal dari kata
سياسة-يسوس-ساس . Dalam

bahasa arab, kata siyasah memiliki banyak makna. Namun, semua
makna

tersebut kembali kepada pengertian yang sama, yaitu mengurus,
merawat,

memperbaiki, dan mengusahakan kebaikan atas sebuah perkara,
semua
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tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan
dan

wewenang, dengan beragam cara.

Dari pengertian di atas Dr.Athiyah Adlan Qarah menyimpulkan
bahwa

makna dasar dari istilah siyasah adalah sebuah tindakan atau
kebijakan yang

diambil oleh seorang pemimpin atau seorang yang memiliki
kekuasaan dan

wewenang. Inti dari tindakan dan kebijakan tersebut adalah
memelihara,

mengatur, dan mengupayakan tercapainya kebaikan. Sarana-sarana
dan

metode-metode untuk menjalankan tindakan dan kebijakan tersebut
bisa

beragam, namun bertumpu kepada kerja keras, menanggung
kesukaran, dan

mencurahkan segenap kemampuan. Adapun tujuan dari segalanya
adalah

rakyat dan urusan rakyat menjadi baik.11

Secara etimologi maslahah adalah sama dengan manfaat, baik dari
segi

lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu
pekerjaan

yang mengandung manfaaat.12

Sedangkan secara terminologi, terdapat defenisi maslahah
yang

dikemukakan ulama, tetapi seluruh defenisi tersebut mengandung
esensi yang

11Athiyah Adlan Qarah, Al-Ahkam As-Syar’iyah Lin-Nawazil
As-Siyasiyah, Hal.11

12

Husain Hamid Hasan, Nazhariyyah Al-Maslahah, Hal.3
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sama. Imam Al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya
maslahah

adalah mengambil manfaat dan menolak kemudhratan dalam
rangka

memelihara tujuan-tujuan syara’.13

Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut, lanjut al-Ghazali,
ada lima

bentuk yaitu: memeliharat agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta. Apabila

seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya memelihara
kelima

aspek tujuan syara’ diatas maka dinamakan maslahah, disamping
itu upaya

untuk menolak kemudharatan yang berkaitan kelima aspek tujuan
syara’

tersebut juga dinamakan dengan maslahah.14

Macam-macam Maslahah

a. Dilihat dari kualitas dan kepentingannya

Pertama, Maslahah daruriyat yaitu kebutuhan yang mendesak,
pokok

dan harus terpenuhi. Kebutuhan dharuriyat dianggap esensial
sihingga kalau

tidak terpenuhi akan terjadi kekacauana secara menyeluruh.
Menurut Hallaq,

dharuriyat mengandung dua pengertian: pertama, kebutuhan itu
harus

13Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mustashfa, Hal.286

14

Nasrun Haroen, Ushul Fiqih 1, Hal. 114


	
24

diwujudkan atau diperjuangkan. Kedua, segala hal yang dapat
menghalangi

pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.15

Menurut Asy-Syatibi

yang termasuk kategoti dharuriyat adalah lima perkara yang
harus

mendapatkan prioritas perlindungan. Yaitu: agama (ad-din), jiwa
(al-nafs),

akal (al-aql) harta (al-mal), dan keturunan (al-nasl)16

. kemaslahatan itu di

sebut dengan al-mashalih al-khamsah.

Contohnya:memelihara agama dalam perinkat daruriyat yaitu

memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan, seperti
melaksanakan

shalat lima waktu, kalau shalat terabaikan maka terancamlah
eksistensi

agama.

Contohnya: memelihara jiwa dalam perinkat dharuriyat seperti

memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan atau mempertahankan
hidup,

kalau kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat
terancamnya

eksistensi kehidupan.

Contohnya: memelihara akal dalam perinkat daruriyat,
menjaganya

dari hal yang merusak, seperti minuman keras, narkoba, dan jenis
lainnya.

15Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam, Hal. 248

16

Ali sodiqin, fiqih ushul fiqih, Hal. 170


	
25

Contohnya: memelihara harta dalam perinkat daruriyat seperti
syariat

tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta
orang lain

dengan jalan yang tidak sah. Apabila ketentuan ini dilanggar
maka

mengancam eksistensi harta manusia.

Contohnya: memelihara keturunan dalam perinkat daruriyat
seperti

disyari’atkan nikah dan dilarang berzina, kalau ketentuan
dilanggar akan

terancam sebab tidak akan dikenali nasib dan hilangnya tanggung
jawab

tentang hak-hak yang harus dipenuhi terhadap anak.

Kedua, Maslahah Hajiyyat, hajiyyat secara bahasa artinya
kebutuhan.

Dalam pembahasan ini hajiyat dimaksudkan sebagai aspek-aspek
yang

dibutuhkan dalam rangka mencapai kebuhan hajiyat, dapat
menghindari

kesulitan pencapaian kebutuhan daruriyat. Oleh karena itu
hajiyyat sering

didefenisikan dengan kebutuhan sekunder.17

Contohnya: misalnya dalam urusan ibadah seperti hukum-hukum

rukhsah, dalam adat kebiasaan seperti keharusan menikmati
perkara-perkara

baik yang halal seperti, makanan, pakaian, kendaraan dan tempat
tinggal.

17Ibid., Hal. 174
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Ketiga, maslahah al-tahsiniyat, yaitu sebagai hal-hal yang
dapat

menyempurnakan pemenuhan kebutuhan daruriyat dan hajiyat. Sifat
dari

tahsiniyat ini adalah menuju peningkatan martabat manusia,
terutama dari

faktor estetika. Kehadiran akan memperindah dan ketidak
hadirannya hanya

akan mengurangi keindahan saja. Oleh karena itu kebutuhan ini
sering

disebut dengan kebutuhan tersier.18

Sebagai contoh misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan
yang

bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah
sebagai

amalan tambahan.

Ketiga kemaslahan tersebut sangat erat kaitannya antara satu
sama lain

terutama dari sisi fungsinya. Dharuriyat menjadi prioritas
utama, hajiyyat

melengkapi yang utama , dan tahsiniyyat menyempurnakan
pemenuhannya.

b. Dari segi kandungannya

Pertama, maslahah al-ammah, yaitu kemaslahatan umum yang

menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak
berarti

untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa untuk kepentingan
mayoritas

18Ibid., Hal.17
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umat atau orang banyak. Misalnya, para ulama membolehkan
untuk

membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak akidah umat,
karena

menyangkut kepentingan orang banyak.19

Kedua, maslahah al-Khashshah yaitu kemaslahatan pribadi dan
ini

sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan
pemutusan

hubungan perkawinan seorang yang dinyatakan hilang (maqfud).
Pentingnya

pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana
yang

harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan
dengan

kemaslahatan pribadi.20

Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam

mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan
pribadi.

Dari penjelasan tentang maslahah dan bagian-bagiannya di
atas,

penulis hanya memfokuskan untuk menjadikan maslahah Al-Ammah
sebagai

kontrol untuk membedah permasalahan yang terdapat pada padal
107

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

Maslahah Al-Ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut

kepentingan orang banyak, kemaslahatan umum itu tidak berarti
untuk

19Nasrun Haroen, Ushul Fiqih, Hal.116

20

Ibid., Hal.117
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kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan
mayoritas

umat.21

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara syariat Islam sangat

memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umat.
Oleh

karena itu, prinsip ini harus menjadi acuan bagi pembangunan
nasional

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan
kesejahteraan dan

kemaslahatan umum. Dalam mewujudkan al-maslahah al-ammah
harus

diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian orang lain dan
sekurang-

kurangnya memperkecil kerugian yang mungkin timbul, karena
upaya

menghindari kerusakan harus diutamakan dari pada upaya
mendatangkan

kemaslahatan.

Dari uraian di atas, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam
rangka

untuk mewujudkan maslahah al-ammah yaitu:

1. Kemaslahatan harus lebih memprioritaskan kepentingan umum,
dalam

artian, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan syari’at
Islam,

yaitu, Al-Qur’an, Hadist, ijma’, dan Qiyas.

21Wahid Kahhar, Efektifitas Maslahah Mursalah Dalam Penetapan
Hukum Syara’(Thesis, Pasca

Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta:2003), Hal. 23
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2. Hukum yang sudah menjadi kesepakatan bersama harus dipedomi
oleh

pemerintah dan dilaksanakan secara jujur serta konsekuen (sesuai
apa

yang telah dikatakan atau diperbuat, dan tidak menyimpang dari
apa

yang sudah diputuskan).

3. Rakyat wajib memberi dukungan atas terlaksananya hukum-hukum
yang

sudah menjadi kebijakan pemerintah, sekaligus sebagai kontrol
yang kritis

terhadap sistem pemerintahan.

G. Sistematika pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, dibuat sistematika yang diharapkan
akan

lebih mudah untuk ditelaah. Adapun sistematika penulisan skripsi
ini terbagi

dalam lima bab, dimana setiap bab mempunyai keterkaitan antara
satu

dengan lainnya. Secara umum gambaran sistematikanya adalah
sebagai

berikut:

Bab I diawali dengan pendahuluan yang memuat latar belakang

masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat
penelitian,Metode

penelitian, kerangka teoritis, serta Sistematika pembahasan.
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Bab II membahas Fiqih Siyasah tentang disiplin berlalu lintas,
misalnya

prinsip-prinsip Fiqih Siyasah, Ruang lingkup Fiqih Siyasah,
serta penerapan

Hukum Islam di jalan raya.

Bab III membahas tentang disiplin berlalu lintas menurut
Undang-

Undang No.22 Tahun 2009, misalnya pengertian Lalu Lintas,
pengertian

disiplin berlalu lintas, aspek-aspek kedisiplinan berlalu
lintas, serta faktor-

faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas.

Bab IV membahas tentanganalisis Fiqih Siyasah mengenai

kemaslahatan yang terdapat dalam UU No.22 Tahun 2009 pada pasal
107

ayat 2, misalnya disiplin berlalu lintas pada pasal 107 ayat 2
UU N0.22 Tahun

2009, pandangan Fiqih Siyasah terhadap disiplin berlalu lintas
pada pasal

107 ayat 2 UU N0.22 Tahun 2009 dalam perspektif kemaslahatan,
dampak

pasal 107 ayat 2 UU N0.22 Tahun 2009 terhadap masyarakat, serta
analisis

Fiqih Siyasah terhadap kemaslahatan yang terdapat dalam pasal
107 ayat 2

UU N0.22 Tahun 2009.

Bab V adalah penutup, yakni memaparkan tentang kesimpulan
dan

pemberian saran.
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BAB II

FIQIH SIYASAH TENTANG DISIPLIN BERLALU LINTAS

A. Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah

Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh tersebut semacam
ilmu

pengetahuan. Namun, sebenarnya fiqh tidak sama dengan ilmu
dikarenakan

fiqh bersifat zanni yang berarti fiqih merupakan hasil yang
dicapai melalui

ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Di dalam bahasa arab
ِف ْق ِف yang

ditulis degan ِف ِف ْق berarti paham atau pengertian. Sedangkan
ilmu adalah yang

bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar
yang

terdapat dalam Al-Qur’an dan ketentuan-ketentuan umum yang
terdapat

dalam sunnahNabi yang dijelaskan dalam kitab-kitab hadis. Dengan
kata lain

ilmu adalah yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di
dalam

Al-Qur’an dan SunnahNabiMuhammad SAW untuk diterapkan pada

perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang
berkewajiban
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melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam
itu

disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan
hukum fiqih.22

Dengan menganalisa defenisi di atas dapat dirumuskan hakikat
dari

fiqh yaitu:

1. Fiqh itu adalah ilmu tentang hukum Allah.

2. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliyah
furu’iyah.

(perbedaan pola fikir, pemahaman, pendapat, dan pendangan
terhadap

hukum-hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah
Nabi

Muhammad Saw).

3. Pengertian tentang hukum Allah itu didasarkan kepada dalil
tafsili(terperinci)

yang mana ia mampu menetapkan dan menguraikan segala
kesamaran

yang didatangkan kepadanya.

4. Fiqh digali dan ditemukan melalui penalaran dari
istidlal(penemuan dalil)

seorang mujtahid atau faqih.23

Ilmu Fiqh siyasahadalah ilmu yang membahas tentang cara

pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara
untuk

22Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata
Hukum Islam Di Indonesia,

Cet,Ke-19 (Jakarta: Raja Grafindo,2013), Hal 48-50.

23

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Cet.Ke-3 (Jakarta:
Kencana, 2010), Hal. 5-7.
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mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya
yang

sesuai dengan pinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk
kemaslahatan

umum.24

Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari’ah
bisa

dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya (jika
dikerjakan

berpahala, dan jika ditinggalkan berdosa), ada yang sunnah

melaksanakannya (jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan
tidak

berdosa), dan ada pula yang mubah melaksanakannya (jika
dikerjakan tidak

berpahala dan tidak berdosa, jika ditinggalkanpun tidak
berpahala dan tidak

berdosa), kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan
sebagai

berikut:

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari’ah,
dimana

kemaslahatan itu harus sesuai dengan tujuan atau rahasia Allah
dalam

setiap hukum Syari’at-Nya.

b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu
berdasarkan

penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa
ia bisa

mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

24Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zana, Fiqh Siyasah Doktrin Dan
Pemikiran Politik Islam(Jakarta:

Erlangga,2008), Hal.10.


	
34

c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan

kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa
dilaksanakan.25

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
fiqh

siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik
membahas tentang

seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya
dan

negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan
kebijakan

oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam,
guna

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya
dari

berbagai kemudhratan yang mungkin timbul dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam literatur fiqh siyasah dikenal dua jenis siyasah
yaitu:

1. Siyasah Syar’iyah yaitu siyasah yang proses penyusunannya

memperhatikan norma dan etika hukum syari’at Islam.

2. Siyasah wadh’iyah yaitu siyasah yang dikenal berdasarkan
kepada

pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta hasil pemikiran
manusia

dalam mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara.

25H.A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam
Menyelesaikan Masalah-

Masalah Yang Praktis, Cet.Ke-4 (Jakarta:Kencana,2011),
Hal.28-29.
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Siyasah Syar’iyah dan siyasah wadh’iyahmerupakan sama-sama
hasil

dari pemikiran manusia. Seperti para ahl bashar(para pakar atau
para ahli)

yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar,
mereka

menetapkan suatu hukum itu berdasarkan al’urf (kebiasaan),
al’adah (adap),

al-tajarib (pengalaman-pengalaman), al-awda’al maurutsah
(aturan-aturan

terdahulu yang diwariskan).

Setiap produk siyasah syar’iyah pastilah Islami, namun tidak
demikian

dengan siyasah wadh’iyah. Siyasah wadh’iyah sangat boleh jadi
bertentangan

dengan ajaran Islam karena dalam proses penyusunannya memang
tidak

lebih dulu merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun hal ini
bukan

berarti setiap siyasah wadh’iyah pasti tidak Islami. Siyasah
wadh’iyah bisa

saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan siyasah syar’iyah
selama ia

memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut:

1. Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara
hakiki dengan

syariat Islam.

2. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan
hukum

dan pemerintahan.

3. Tidak memberatkan manusia.
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4. Untuk menegakkan keadilan.

5. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan
kemudhratan.

6. Proses pembentukannya melalui musyawarah.

Disamping berbeda sumber pembentukannya, siyasah syar’iyah
dan

siyasah wadh’iyah juga dapat dibedakan dari tujuan yang hendak
digapainya.

Siyasah syar’iyah bertujuan untuk mengantarkan rakyat
menggapai

kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara siyasah wadh’iyah
hanya

bertujuan untuk mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan
duniawi saja.

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh
kembangkan

serta dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang dzalim tidak patut
dilakukan.

Dalam kenyataannya ada kala terjadi siyasah yang adil tercampur
dengan

siyasah yang dzalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah
antara

yang benar dengan yang salah, Allah SWT melarang menciptakan
suasana

demikian. Q.S Al-Baqarah (1) ayat 42.

َس َواَل تَفْ ِ ُ و ْلَْقَّش ِ ْاَ ِطِل َوَتْ ُ ُ و ْلَْقَّش
َوأَنَفُ ْ تَفْلَ ُ ون
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“Dan janganlah kalian mencampur adukkan antara kebenaran
dengan

ke bathilan, dan kalian sembunyikan yang benar padahal kamu

mengetahuinya” (Q.S Al-Baqarah ayat: 42).

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba
lengkap

di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti
ketatanegaraan.26

Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat
seorang

pemimpin yang memimpin orang-orang di sekitarnya.
Kepemimpinan

tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang dan tidak
bertentangan

dengan syari’at Islam yang menyangkut tentang prinsip fiqh
siyasah, dimana

ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut bersumber dari
Al-Qur’an dan

hadis. Peraturan tersebut menyangkut antara manusia dengan
manusia yang

berpijak di atas bumu ini, kita sebagai umat manusia wajib
untuk

menjalankan amal-amal shaleh, maka Allah SWT akan selalu
meridhai kita,

seperti dalam Qur’an Surah ali Imran (3) ayat:27

َوتَفْ ُ ُ ۖ ْلَْ ِّ ِ َ ْاَ ِّ َ َوُ ْ ِ ُ ْاَ ِّ ِ ِ َ ْلَْ
َّش َوُ ْ ِ ُ ۖ تُوِاُج ا َّشْ َل ِف ا َفَّشَ ِر َوتُوِاُج ا َفَّشَ
َر ِف ا َّشْ ِل

َ ْ َ َل ُا َِ ْ ِِ َ اٍ

26J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran; Sejarah Dan
Pemikiran, Lembaga Studi Islam Dan

Masyarakat (Jakarta:1994), Hal. 2.
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“Engkau masukkan malam kedalam siang dan engkau masukkan
siang

kedalam malam, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan
engkau

keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau beri rezki siapa
yang

engkau kehendaki tanpa hisabbatas)”.27

Selain ayat di atas, ayat berikut ini juga menjelaskan bahwa
Allah akan

memberikan imbalan yang setimpal bagi orang-orang yang
memperbanyak

amal shaleh di dunia seperti Q.S. An-Nur (24) ayat 55

َوَ َد ا َّشُ اَّشِذ َ آَ ُ و ِ ْ ُ ْ َوَ ِ ُ و ا َّش ِْلَ ِت
اََ ْ َ ْخِ َ َفَّشُ ْ ِف ْاَْرِض َكَ

َ َّش َِلُْ ِ َفُ ُ اَّشِذي ْرَتَضٰى َِلُْ ْسَ ْخَ َف اَّشِذ َ ِ
ْ قَفْ ِ ِ ْ َواَُ َ ِّ

اَ َفَّشُ ْ ِ ْ ََفْلِد َخْوِ ِ ْ أَْ ً َوَ ْ ۚ ْش ُِكوَن ِب َشْ
ًئ يُ اَل ََفْلُ ُدوَنِ ۚ َواَُ َ دِّ

ِا َ ََفْلدَ َكَ َ ْاَ ِسُ ونَ ُ ُ َُأواَِٰئ َ َٰ

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di
antara

kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa dia
sungguh-sungguh

akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana dia
telah

menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia
akan

meneguhkan bagi mereka agama yang telah di ridhai-Nya untuk
mereka, dan

dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka
dalam

27Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah (Bandung:
CV Penerbit Di

Ponegoro,2015), Hal. 53.
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ketakutan menjadi aman sentosa, mereka tetap menyembah-Ku dengan
tiada

mempersekutukan suatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang
(tetap)

kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang
fasik”.28

Walaupun Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai macam

bentuk, jenis kelamin, bangsa, suku, ras, atupun yang lainnya
tetapi kita

haruslah tetap saling mengenal, karena agama Islam mengajarkan
manusia

menjadi umat yang satu. Ditengah keberagaman tersebut pastilah
terdapat

seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya.
Namun

menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, harus mempunyai
syarat

tersendiri, seperti Q.S An-Nisa (4) ayat: 135:

َ أَ َفَُّ اَّشِذ َ آَ ُ و ُكونُو قَفوَّش ِ نَي ِ ْاِ ْ ِط ُشَ
َد َا اِ َّشِ َوَاْو َ َ ٰى أَنَفُ ِ ُ ْ أَِو

ِْلََوىٰ تَف َّشِ ُلو َ ََل ۖ ِِبَِ أَْوَ ٰ َ ا َّش ُ َ ِ ً أَوْ
َغِ ًّ َ ُ ْ ِ نْ ۚ ْاَو ِاَدْ ِ َو ْاَقَفَ ِ نَي

اَخِ ً تَفْلَ ُ ونَ ِبَ َك نَ ا َّش َ َِ نَّش تَُفْل ُِضو أَوْ
تَفْ ُوو َوِ نْ ۚ تَفْلِدُاو أَنْ

“wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun
terhadap dirimu

sendir atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun
miskin,

maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu
mengikuti

28Ibid, Hal. 352.
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hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika
kamu

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
sesungguhnya

Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu
kerjakan”.29

Selain dalil seorang pemimpin haruslah mempunya sifat
musyawarah

dalam memecahkan suatu permasalahan, seperti perintah Allah SWT
yang

terdapat dalam Q.S Ali-Imran (3) ayat 159:

ۖ َ ْوِا َ ِ ْ اَلنَفَ ضُّو ْاَ ْ ِ َغِ يَ َ ظًّ ُكْ َ َوَاوْ ۖ
َِ َ َرْْحٍَ ِ َ ا َّشِ اِْ َ َِلُْ

ُ ْ َ ْ فُ ۚ ا َّش ِ َ َ ى َف َفوَكَّشلْ َ َ ْ َ َِ َ ۖ َِلُْ
َوَش ِوْرُ ْ ِف ْاَْ ِ َو ْس َفْ ِ ْ َ َفْ

َ ْاُ َفوَكِِّ ني ُِ ُّ ا َّش َ ِ نَّش

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-Lah kamu berlaku lemah
lembut

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati
kasar, tentulah

mereka menjauhkan diri sekelilingmu, karena itu maafkanlah
mereka,

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan
mereka

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,
maka

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang

yang bertawakkal kepada-nya.”.30

29Ibid, Hal. 100.

30

Ibid, Hal. 71.
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B. Ruang lingkup fiqih Siyasah

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita

membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas
lapangan

pembicaraan, bahasan dan metodenya. Hasbi ash-Shiddieqy

mengungkapkan bahwa bahasan ilmu fiqh mencakup individu,
masyarakat

dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah,
kekeluargaan,

perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara
pembuktian,

kenegaraan dan hukum-hukum internasioanl, seperti perang damai
dan

traktat.

Objek fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang
apa

saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara
dengan

lembaga negara, hubungan dengan negara lain, muslim dan non
muslim,

ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh
sebuah

negara, sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan negara
tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan

ruang lingkup kajian fiqh siyasah, ada yang membagi menjadi lima
bidang,

ada yang empat, dan lain-lain.
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Menurut imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam kitab
fiqh

siyasah-nya yaitu al-ahkam al-sulthaniyah, maka dapat diambil
kesimpulan

ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:31

1. Siyasah Dusturiyyah(peraturan perundang-undangan)

2. Siyasah Maliyyah(ekonomi dan moneter)

3. Siyasah Qadha’iyyah(peradilan)

4. Siyasah Harbiyyah (hukum perang)

5. Siyasah Idariyyah(administrasi negara)

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah, mendasarkan objek
pembahasan

ini pada Q.S An-Nisa (4) ayat 58 dan 59:

ۚ ِ نَّش ا َّشَ َْأُ ُُكْ أَْن تَُفَؤ ُّو ْاََ نَ ِت ِ َ ٰ أَْ ِ
َ َوِ َ َ َ ْ ُ ْ ََفنْيَ ا َّش ِس أَْن ََتُْ ُ و ِ ْاَلْدِل

اَ ِ ً َسَِ ًل َك نَ ا َّش َ ِ نَّش ۗ ِ ِ َِلُظُ ْ نِِل َّش ا
َّش َ ِ نَّش

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan

hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

31Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa
Al-Wilayat Al-Diniyyah (Beirut:

Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), 4; Lihat buku Muhammad Iqbal,
Fiqh Siyasah (Jakarta: Prenada

Media, 2014), Hal. 14.
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Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat”.32

َشْ اٍ ِف تَفَ َ ْ ُ ْ َِ نْ ۖ َ أَ َفَُّ اَّشِذ َ آَ ُ و أَِط
ُلو ا َّشَ َوأَِط ُلو ا َّشُسوَل َوأُوِل ْاَْ ِ ِ ْ ُ ْ

ِا َ ۚ ْاِخ ِ َو ْا َفْواِ ِ ا َّش ِ تَُفْؤِ ُ ونَ ُكْ ُ ْ ِ نْ
َو ا َّشُسولِ ا َّش ِ ِ َ َفُ ُّووُ اتَْأِو لً َوَأْ َ ُ َخ َفْ ٌ
َٰ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul

(Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu
berlainan pendapat

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an)
dan Rasul

(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih
baik

akibatnya”.33

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan

(pemerintah), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada
yang

berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59
berkaitan

dengan hubungan antara penguasa dengan rakyat dari dalam
kalangan

militer maupun kalangan lain wajib menaati Allah dan Rasul-Nya
serta

mematuhi pemerintah.

32Ibid., Kementerian Agama RI, Hal. 87.

33

Ibid, Hal. 87.
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Dan dalam kitabnya tersebut Ibnu Taimiyah membagi ruang
lingkup

fiqh siyasah sebagai berikut:34

1. Siyasah Qadha’iyyah (peradilan)

2. Siyasah Idariyyah (administrasi negara)

3. Siyasah Maliyyah (ekonomi dan moneter)

4. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah(hubungan
internasional)

Sementara abd al-Wahhab Khallafberpendapat Fiqh siyasah
adalah

membuat peraturan perudandang-undangan yang dibutuhkan untuk

mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.
Realisasinya

untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi
kebutuhan

mereka. Dan Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga
bidang

kajian saja, yaitu:35

34Ibnu Taimiyah, Al-Siyasah al-Syar’iyat fi Islam al Ra’iyat,
Dar Al-Kutub Al- Arabiyat (Beirut,

1996), Hal. 4; lihat buku Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah
(jakarta: Prenada Media, 2014), Hal.14

35Abdul Wahhab Khallaf,asl-Siayasah al-Syariah, hal.4. Lihat
buku Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah

(jakarta: Prenada Media, 2014), Hal.14
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1. Siyasah Qadha’iyyah(peradilan)

2. Siyasah Dauliyyah(hubungan internasinal)

3. Siyasah Maliyyah (keuangan negara)

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy,

menyatakan bahwa obyek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan
pekerjaan

mukallaf dan segala urusan pentadbirannya (pertanggung
jawabannya),

dengan mengingat persesuian pentadbiran (tanggung jawab) ini
harus sesuai

dengan jiwa syari’ahmeskipun tidak ada Nash-nya dalam
Al-Qur’an

maupun Hadis..36

Dan Hasby membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi

delapan bidang beserta penerangannya yaitu:37

1. Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah (politik pembuatan
perundang-

undangan)

2. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah (politik tentang penetapan
hukum)

3. Siyasah Qadla’iyyah Syar’iyyah (politik peradilan)

4. Siyasah Maliyyah Syar’iyyah(politik ekonomi dan moneter)

36Hasby Ash Shiddieqy, Pengantar Siyasah Syar’iyah (Yogyakarta:
Madah, t.tp.), Hal. 8.Lihat buku

Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah (Jakarta: Prenada Media, 2014),
Hal.15

37

H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana, 2017), Hal.30.
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5. Siyasah Idariyyah Syar’iyyah (politik administrasi
negara)

6. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah (politik
hubungan

internasional)

7. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah (politik pelaksanaan
undang-undang)

8. Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah ( politik peperangan)

C. Penerapan Hukum Islam Di Jalan Raya

Dalam hukum Islam, negara diberi wewenang untuk mengeluarkan

aturan dan regulasi meski tidak ada dalil khusus dan spesifik
dalam Al-Qur’an

dan Sunnah, dengan syarat tidak bertentangan dengan Nash.

Sekh Abdurrahman Taj mendefenisikan sebagai berikut:

“Hukum, kebijakan atau peraturan yang berfungsi
mengorganisir

perangkat kepentingan negara dan mengatururusan umat, yang
sejalan

dengan jiwa syariat, sesuai dengan dasar-dasar yang universal
(kully) serta

(dapat) merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat
kemasyarakatan,

sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafsili dan
juz’i dalam Al-

Qur’an dan Sunnah.
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Taj kemudian membedakan antara siyasah syar’iyah dengan
siyasah

wadh’iyah. Yang pertama ialah segala hukum, peraturan atau
perundang-

undangan untuk mengatur persoalan umat yang bersumber atau
bertumpu

pada dasar-dasar agama Islam, guna menciptakan kemaslahatan
serta

menghindari kemudhratan.

Sedangkan yang kedua adalah segala peraturan atau perundang-

undangan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur persoalan umat,
dimana

peraturan dan perundang-undangan tersebut bersumber dari atau
bertumpu

pada urf’ (adat kebiasaan), pengalaman, pandangan para pakar
dan

sebaginya tanpa ada pertalian dengan wahyu atau sumber hukum
Islam.38

Oleh karena itu, selama peraturan perundang-undangan itu

dikeluarkan berdasarkan untuk kemaslahatan kita semua maka kita
wajib

menaatinya, baik peraturan itu dikeluarkan oleh pemimpin kafir
atau

pemimpin muslim baik ada atau tiada dalilnya, baik sumbernya
dari nash

atau adat setempat, atau kebutuhan masyarakat. Semuanya dianggap
sah

dan Islami.

38Abdurrahman taj,as-siyasah asy-syar’iyah wa al-fiqh al- islami
(mesir:dar at-fa’lif,1935) Lihat

jurnal https:// oleh Gus Nadirsyah Hosen. netsyariah tentang
Penerapan Hukum Islam di Jalan Raya,

diakses selasa 2 Juli 2019.
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Contoh praktis: kita tidak bisa menolak aturan yang tertera
dalam

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu, salah
satunya

menyalakan lampu utama kendaraan di siang hari dengan alasan
tidak ada

dalilnya dari Al-Qur’an dan Sunnah yang mewajibkan kita harus
menyalakan

lampu kendaraan pada siang hari. Meski aturan lalu lintas ini
dikeluarkan oleh

pemimpin yang kita anggap kafir sekalipun, kita harus
mentaatinya. Kalau

tidak taat maka akan terjadi kekacauan yang berakibat kecelakaan
fatal.

Sebagaimana Hadis Nabi SAW tentang ketaatan kepada seorang

pemimpin selain dalam hal maksiat, yaitu:

Dan hadits dari Ubadah bin Shamit r.a Rasulullah SAW

َ أَْن َ ََفْلَ َ َ ى ا َّشْ ِع َو ا َّش َ ِ ِفْ َس ََفْلَ
َرُسْوَل ا َّشِ َص َّشى ا َّشُ َ َ ْ ِ َوَس َّشْ َفَ َل ِ ْ َ
َأَخَذَ َ َفْ

َ َو أَْن الَ نَُفَ َِع َاْ ُ أَْ َ ُ ِ الَّشأَْن تَفَ ًو َكَ ً
ِ َو ً ِ ْ دَُكْ َْ َلِ َ َو ْاَ ْ َ ِ َ َو َ َ ِنَ َوَ ِ ِنَ
َوأَثََف ََة َ َ َفْ مل

(رو و ا خ رى و )ِ َ اّ ِ ِ ْ ِ َُفْ َ َن

“kami terbai’at Rasulullah SAW. Untuk senantiasa mau
mendengar

dan taat kepada beliau dalam semua perkara, baik yang kami
senangi

ataupun yang kami benci, baik dalam keadaan susah atau dalam
keadaan

senang, dan lebih mendahulukan beliau atas diri-diri kami dan
supaya kami
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menyerahkan setiap perkara-perkara itu kepada ahlinya, beliau
kemudian

bersabda “kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata dan
bisa kau

jadikan hujjah di hadapan Allah” (H.R. Bukhari 7199 dan Muslim
1709)”.

Aturan berlalu lintas dalam Islam secara tidak langsung diatur,
namun

demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendaraan dan
berjalan

dalam Islam. Salah satu ulama adalah Syekh Abdul Azis bin Fathi
as-Sayyid

Nada yang secara rinci menjelaskan adab berjalan dalam kitabnya
Mausuu’ul

Aadab al Islamiyah yang diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia

Ensiklopedi Adab Islam menurut Al-Qur’an dan Sunnah yaitu:39

1. Niat yang benar, yaitu seorang muslim hendaklah berniat yang
benar

ketika berjalan sebagai ibadah dengan mengharapkan Ridho dari
Allah

SWT.

2. Tidak berjalan untuk suatu yang haram, sebab setiap ayunan
langkah

kaki kita menuju sesuatu yang diharamkan akan berbuah dosa.

3. Bersikap tawadhu dan tidak sombong ketika berjalan, Allah
SWT.

Berfirman dalam Al-Qur’an Surah AL-Israa’ ayat 37 “dan
janganlah

kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena

39S, Yuwono, Jurnal , Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam
Islam,

https://publikasiilmiah.ums.ac.id. Rabu 31 Juli 2019.

https://publikasiilmiah.ums.ac.id/
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susungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan
sekali-

kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung”.

4. Berjalan normal, yakni berjalan secara biasa, tidak terlalu
cepat dan

tidak terlalu lambat.

5. Tidak menoleh kebelakang karena menoleh ke belakang saat
berjalan

dapat membuat seseorang bertabrakan, tergelincir, serta bisa
juga

dicurigai oleh orang yang melihatnya.

6. Tidak berpura-pura lemah atau sakit ketika berjalan dengan
maksud

untuk dilihat orang lain karena dapat mengundang kemarahan
Allah

SWT.

7. Berjalan dengan kuat dan tegap seperti yang dicontohkan Nabi
SAW.

8. Menghindari cara berjalan yang tercela yaitu berjalan dengan
sombong

dan takabur, berjalan dengan gelisah dan gemetaran, berjalan
dengan

loyo seperti orang sakit, berjalan meniru lawan jenis, berjalan
terburu-

buru dan terlalu cepat, serta berjalan seakan-akan melompat.

9. Tidak berjalan dengan satu sandal.
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10. Bertelanjang kaki sesekali waktu sebagai tanda tawadhu
dihadapan

Allah SWT. Hal ini dengan syarat tidak terdapat najis serta
sesuatu yang

dapat menyakiti kedua telapak kaki.40

Ulama lainnya, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam
al

Wathan menyebutkan 9 etika di jalan sebagai berikut yaitu:

1. Memelihara pandangan mata, baik bagi laki-laki maupun
perempuan.

2. Berjalan dengan sikap wajar dan tawadlu, tidak berlagak
sombong

disaat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau

mengalihkan wajah dari orang lain karena takabbur.

3. Menjawab salam dari orang yang dikenal maupun orang yang
tak

dikenal.

4. Beramar ma’ruf dan nahi munkar.

5. Menunjukkan orang yang tersesat (salah jalan), memberikan
bantuan

kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat

keliru serta membela orang yang teraniaya.

6. Perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan. Sebagaimana
riwayat

Abu Daud bahwa pada suatu ketika Nabi SAW pernah melihat
campur

40Ibid.,Hal.76
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baurnya laki-laki dengan wanita di jalanan , maka ia bersabda
kepada

wanita: “meminggirlah kalian, kalian tidak berhak memenuhi
jalan,

hendaklah kalian menelusuri pinggir jalan.

7. Tidak ngebut bila mengendarai mobil khususnya di jalan-jalan
yang

ramai dengan pejalan kaki, melapangkan jalan untuk orang lain
dan

memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua
itu

tergolong dalam tolong menolong di dalam kebajikan.

8. Tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan
di

jalan-jalan, dan tidak membuang air besar atau kecil ditempat
yang

dijadikan tempat bernaung.

9. Menyingkirkan gangguan dari jalan.

Adab-adab tersebut secara terpisah juga banyak diungkapkan
oleh

ulama lainnya, seperti adab larangan berjalan dengan angkuh.
Muawiyah

menyebutkan bahwa angkuh ketika berjalan termasuk sifat tercela
yang

tumbuh dari kesombongan dan ujub terhadap diri sendiri. Hal ini
kebalikan

dari sifat mukmin yang tawadhu’ (rendah hati), al istikanah
(tenang), al

kibr(tidak sombong) dan al ghathrasah (tidak menonjolkan
diri).
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Pada bagian lain, Muawiyah juga menyebutkan bahwa
menggunakan

kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan lain adalah
haram,

berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 58
yaitu:41

اَو اَّشِذ َ َُفْؤُ وَن ْاُ ْؤِ ِ نَي َو ْاُ ْؤِ َ ِت َِ ْ ِ َ
ْكَ َ ُ و َفَ ِد ْ َ َ ُ و َُفْ َ نً َوِ ْ ً ُ ِ نيً

“Dan mereka yang menyakiti kaum mukminin laki-laki maupun wanita
tanpa

kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah
menanggung

kedustaan dan dosa yang jelas”.

41

Muawiyah, Hukum Melanggar Peraturan Lalu Lintas, Dalam
Al-Atsariyyah.Com, (2012) Diakses Pada

Selasa 2 Juli 2019 Di
Http://Al-Atsariyyah.Com/Hukum-Melanggar-Peraturan-Lalu-Lintas.Html.
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BAB III

DISIPLIN BERLALU LINTAS MENURUT UU NO.22 TAHUN 2009

A. Pengertian Lalu Lintas

Menurut Djajoesman, bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan
sebagai

gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ke
tempat lainnya

dengan menggunakan sarana jalan umum.42

Sedangkan menurut Poerdawarminta dalam kamus umum bahasa

Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak
balik, hilir

mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta
berhubungan

antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sehingga dapat
disimpulkan

bahwa lalu lintas adalah gerak atau pindahnya manusia, hewan,
atau barang

dari satu tempat ke tempat lain di jalan dengan menggunakan alat
gerak.43

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu
lintas

dan angkutan jalan. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah
satu

kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan,
jaringan lalu

lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan
jalan,

42Djajoesman, Grafik Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
(Jakarta:Balai Pustaka,1976),Hal.35

43

W.J.S, Poerdawarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia(Jakarta:Balai
Pustaka,2002), Hal. 103
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kendaraan, pengemudi, penggunajalan, serta pengelolaannya, yang
mana

pengertian lalu lintas itu sendiri diatur dalam Undang-Undang
lalu lintas dan

angkutan jalan khususnya pada pasal 1 ayat (1).44

Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas laut, darat dan
udara. Lalu

lintas sendiri merupakan sarana transportasi yang dilalui
bermacam-macam

jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau
beroda empat

pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin, contohnya
sepeda,

becak dan lain-lain.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem
transportasi

nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk
mewujudkan

keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas
dan

angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi
dan

pengembangan wilayah. Undang-Undang N0.22 Tahun 2009 tentang
lalu

lintas dan angkutan jalan adalah merupakan suatu dasar hukum
terhadap

pemberlakuan kegiatan lalu lintas ini, dimana makin lama makin
berkembang

dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan
masyarakat

yang terus meningkat. Kalau ditinjau lebih lanjut tingkah laku
lalu lintas ini

44Undang-Undang No.22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan, Bab I Pasal I.
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ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia,
kendaraan

dan jaringan jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang
diruang lalu

lintas dan jalan.45

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan
yaitu:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang
aman,

selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain
untuk

mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan
umum,

memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu

menjunjung tinggi martabat bangsa.

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.

3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi
masyarakat.

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di
jalan.

Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal
sehatnya

mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya
bagi

pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa
dikendalikan

oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai
jalan yang

lain.46

45Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, Paduan Praktis
Berlalu Lintas, 2009, Hal.12

46

Adip Bahari, Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas (Jakarta:
Pustaka Yustisia,2010), Hal. 28
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B. Pengertian Disiplin Berlalu Lintas

Pengertian disiplin dalam kamus bahasa Indonesia Diknas
menjelaskan

bahwa disiplin adalah suatu ketaatan dan kepatuhan seseorang
terhadap

peraturan atau tata tertib. Dijarjo menjelaskan bahwa disiplin
sebagai suatu

sikap mental yang mengandung kerelaan untuk mematuhi semua
ketentuan,

peraturan, dan norma-norma yang berlaku dalam menunaikan tugas
dan

tanggung jawab. Wahyono menyatakan, disatu sisi disiplin
merupakan sebuah

modifikasi perilaku, baik untuk memperkuat, meningkatkan, maupun
untuk

memperbaiki seseorang. Disisi lain disiplin mengandung sebuah
kontrol

terhadap perilaku-perilaku yang telah dibuat berdasarkan
peraturan dan

standar-standar tertentu. Lebih lanjut Hurlock, menjelaskan
bahwa disiplin

adalah suatu sikap mental dan tingkah laku untuk patuh (to
comply) dan taat

(to obey) akan norma-norma, aturan, dan nilai-nilai kehidupan
yang berlaku

sehingga dapat menuntun perilaku individu tersebut sehingga
dengan norma

yang ada.

Seseorang dikatakan disiplin dalam berlalu lintas jika
mematuhi

peraturan tentang apa yang boleh pada saat berlalu lintas di
jalan, baik

berbentuk rambu-rambu atau tidak. Prijodarminta menjelaskan
bahwa disiplin
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adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses
dan

serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan,
kepatuhan,

kesetiaan, keteraturan, dan keterikatan.47

Sesuai yang tertera dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009
tentang

lalu lintas dan angkutan jalan, pada pasal 1 ayat (1) yaitu:
lalu lintas dan

angkutan jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas
lalu lintas,

angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan,
prasarana lalu lintas

dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan,
serta

pengelolanya. Dengan demikian dapat disimpulkan disiplin berlalu
lintas yaitu

sikap patuh dan taat pengemudi dan pengguna jalan terhadap
peraturan dan

tata tertib yang ada di ruang lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
disiplin

adalah suatu sikap atau perilaku seseorang untuk mematuhi,
mentaati dan

melaksanakan peraturan yang berlaku dalam suatu tempat. Dalam
hal ini

berlalu lintas tentunya masyarakat atau para mengemudi untuk
mematuhi,

47

Prijodarminto Soegeng, Disiplin Kiat Menuju Sukses (Jakarta:
Abadi, 2004), Hal. 57
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mentaati dan melaksanakan norma-norma dan aturan-aturan lalu
lintas pada

saat menggunakan sepeda motor di jalan.48

C. Aspek-Aspek Kedisiplinan Berlalu Lintas

Fatnantamenyatakan bahwa ada 4 aspek kedisiplinan berlalu
lintas

yaitu:

a. Pemahaman terhadap peraturan berlalu lintas

Pengetahuan tentang peraturan berlalu lintas beserta
ketentuan-

ketentuannya harus dimiliki dengan baik oleh para pengemudi pada
saat

menggunakan lalu lintas, hal ini akan berpengaruh terhadap daya
tangkap,

penyesuaian diri dan daya analogi pengemudi terhadap keadaan
atau

suasana lapangan maupun kondisi kendaraan yang
dikemudikannya.

Kemungkinan terjadinya kecelakaan relatif kecil, pengemudi akan
tetap

tanggap terhadap makna yang terkandung dalam rambu-rambu lalu
lintas

yang dilihatnya.

48A Firdiyanto, skripsi, Kedisiplinan Berlalu Lintas,
Eprints.Mercubuana-Yogya.Ac,Id. Sabtu 20 Juli

2019, Jam 10.15, Hal. 8
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b. Kesiapan diri dan kendaraan yang digunakan

Pengemudi diwajibkan memeriksa kendaraannya apakah layak
dipakai

kejalan atau tidak, sebelum berkendara di jalan raya. Pengemudi
harus juga

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta normal, agar
dalam

berkendara tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Sehingga
dapat

mengurangi resiko terjadinya kecelakan lalu lintas di jalan
raya.

c. Tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan keselamatan
orang lain

pengemudi sebagai pemakai jalan harus bertanggung jawab
menjaga

keselamatan diri sendiri dan juga orang lain yang berada di
jalan. Karena

pengemudi yang tidak memiliki kehati-hatian ketika mengendarai
bisa

mengancam keselamatan orang lain.

d. Kehati-hatian dan kewaspadaan

Sebagai seorang pengendara yang baik seorang pengemudi harus

berhati-hati dan waspada dalam berkendara di jalan, dengan
kehati-hatian

dan kewaspadaan dari pengendara akan dapat menjaga keselamatan
dirinya

dan pengguna jalan lainnya serta dapat mengurangi terjadinya
kecelakaan

lalu lintas.
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Hadiwardoyo menyatakan bahwa ada empat aspek dalam perilaku

disiplin berlalu lintas yaitu:

1. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab berkaitan dengan kewajiban yang mengikat

seseorang untuk mentaati ataupun melaksanakan peraturan yang
telah ada,

individu dengan perilaku disiplin yang tinggi akan berusaha
mentaati dan

melaksanakan peraturan yang telah ada dengan penuh tanggung
jawab.

Misalnya: ketika berada di jalan raya dan ada tanda dilarang
parkir, maka

dengan rasa bertanggung jawab pengemudi tidak akan parkir di
tempat yang

telah diberi tanda tersebut.

2. Murah hati

Murah hati merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan

seseorang karena dorongan hati nurani untuk membantu orang lain
dengan

tulus, misalnya: ada anak-anak sekolah yang sedang menyebrang
jalan lewat

zebra croos, maka supir tesebut akan lebih mendahulukan
anak-anak sekolah

untuk menyebrang jalan baru kemudian mulai jalan.
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3. Berani menegakkan kebenaran

Berani menegakkan kebenaran dengan menciptakan keadaan yang

sesuai dengan norma masyarakat. Individu dengan perilaku
disiplin yang

tinggi akan selalu berusaha menciptakan keadaan yang sesuai
dengan norma

masyarakat. Perilaku pelanggaran disiplin akan ditindak tegas
oleh individu

yang memiliki keberanian menegakkan kebenaran dalam mematuhi
dan

melaksanakan peraturan tersebut. Misalnya: ketika ada seorang
pengendara

yang melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas,
maka si

pengendara lain yang mempunyai perilaku disiplin yang tinggi
akan dengan

suka rela berusaha mengingatkan bahwa tindakan tersebut tidak
benar dan

sangat merugikan diri sendiri dan juga orang lain.

4. Bersikap jujur

Bersikap jujur artinya suatu sikap yang sesuai dengan keadaan
yang

sebenarnya. Perilaku yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang telah

di tetapkan. Individu yang memiliki kedisiplinan yang tingg akan
melakukan

perbuatan yang jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,
mematuhi
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segala peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa
bentuk-bentuk

kecurangan dalam dirinya maupun tingkah laku sehari-hari.

Sementara itu, Hurloch mengemukakan bahwa ada empat aspek

dalam perilaku disiplin yaitu:

a) Peraturan sebagai pedoman perilaku

Peraturan sebagai pola yang di tetapkan untuk tingkah laku,
tujuannya

membekali individu dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam
situasi

tertentu dan berisikan tentang apa yang harus dilakukan dan apa
yang tidak

boleh dilakukan, serta memberi penekanan pada pola-pola perilaku
yang

dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima oleh lingkungan
tertentu,

misalnya di rumah maupun di tempat kerja individu tersebut
bekerja.

b) Konsisten dan kons
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